
 

PENGATURAN ADVOKAT DALAM KUHAP BARU TAUFAN – MEDIA NARASIO 

 

PENGATURAN ADVOKAT DALAM KUHAP BARU 

Pasal 1  

Ketentuan Umum  

(15) Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan 

yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, atau 

advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum 

tersangka atau korban, atas tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan atau tindakan Penuntut 

Umum dalam melakukan Penuntutan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini 

 

(22) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar 

pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang Undang yang mengatur 

mengenai advokat, dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di 

luar pengadilan sebagai begian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum 

cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

(24) Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat yang meliputi memberikan konsultasi hukum, 

menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk 

kepentingan hukum tersangka atau terdakwa. 

(25) Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh Advokat atau pemberi 

bantuan hukum kepada tersangka, terdakwa, pelapor, pengadu, saksi, atau korban yang tidak 

mampu. 

 

Pasal 2 

(1) Acara pidana dilaksanakan hanya berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. 

(2) Acara pidana dilaksanakan dengan sistem peradilan pidana terpadu atas dasar prinsip diferensiasi 

fungsional yang menekankan fungsi Penyidikan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Penuntutan pada Jaksa, pemeriksaan pengadilan pada Hakim, Advokat yang memberikan Jasa 

Hukum dan Bantuan Hukum dalam rangka mendudukkan peristiwa pidana secara profesional dan 

proporsional serta Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan fungsi pembinaan terhadap 

narapidana dan Terpidana. 

 

Penyidikan 

Pasal 30 

(1) Pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana direkam dengan 

menggunakan kamera pengawas selama pemeriksaan berlangsung.  
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(2) Rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan 

Penyidikan, Penuntutan, pembelaan terhadap Tersangka atau Terdakwa dan dalam pemeriksaan di 

sidang pengadilan atas permintaan Hakim.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguasaan dan penggunaan rekaman kamera pengawas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Pasal 31 

Sebelum dimulainya pemeriksaan sebagaimana Pasal 30, Penyidik wajib memberitahukan kepada 

Tersangka mengenai haknya untuk mendapatkan Bantuan Hukum atau pendampingan oleh Advokat 

atau Pemberi Bantuan Hukum. 

Pasal 32 

(1) Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Advokat atau Pemberi 

Bantuan Hukum mendampingi selama jalannya pemeriksaan.   

(2) Dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/ atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat 

terhadap Tersangka, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum dapat menyatakan keberatan. 

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam berita acara 

Penuntutan 

Pasal 71  

(1) Dalam hal Penuntut Umum menghentikan Penuntutan karena gugurnya kewenangan menuntut, 

Penuntut Umum menuangkan penghentian Penuntutan dalam surat ketetapan. 

(2) Gugurnya kewenangan Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:  

a. terdapat Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap 

Terdakwa atas perkara yang sama;  

b. kedaluwarsa;  

c. Terdakwa meninggal dunia;  

d. ditariknya Pengaduan bagi tindak pidana aduan;  

e. Terdakwa membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan 

pidana denda paling banyak kategori II 

f. Terdakwa membayar maksimum pidana denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III; 

g. tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif; atau. 

h. diberikannya amnesti atau abolisi.  

(3) Isi surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Tersangka dan jika 

Tersangka ditahan, wajib segera dibebaskan.  

(4) Salinan surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib disampaikan kepada Tersangka, 

Keluarganya, atau Advokat, pejabat rumah tahanan negara, Penyidik, dan Hakim 

Pasal 74 
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(1) Dalam hal Tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota menerima untuk melakukan 

negosiasi kesepakatan saksi mahkota, Penuntut Umum memanggil Tersangka yang akan dijadikan 

sebagai saksi mahkota beserta Advokatnya untuk membahas isi kesepakatan dari perjanjian saksi 

mahkota.  

(2) Kesepakatan perjanjian sasi mahkota dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Penuntut 

Umum, calon saksi mahkota, dan Advokatnya, yang memuat isi kesepakatan sebagai berikut:  

a. keterangan yang akan diungkapkan dalam persidangan Terdakwa pada persidangan lain;  

b. syarat pemberian keterangan yang wajib dipatuhi oleh saksi mahkota;  

c. pasal tindak pidana yang akan dituntut oleh Penuntut Umum kepada saksi mahkota; dan  

d. imbalan serta jaminan yang wajib diberikan oleh Penuntut Umum.   

(3) Imbalan serta jaminan yang diberikan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf d hanya dapat berupa:  

a. jaminan untuk tidak menuntut pidana mati atau pidana penjara seumur hidup;  

b. jaminan untuk mengurangi ancaman tuntutan penjara sampai dengan 2/3 (dua pertiga) dari 

maksimal ancaman hukuman terhadap pasal yang dituntut; dan/atau  

c. jaminan untuk menuntut pidana pengawasan atau denda, jika ancaman hukuman dari pasal 

yang disangkakan kurang dari 7 (tujuh) tahun 

(4) Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu 

paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tercapainya kesepakatan.  

(5) Dalam hal kesepakatan tidak tercapai, Penuntut Umum wajib memastikan bahwa keterangan yang 

telah diberikan oleh Tersangka yang diajukan sebagai saksi mahkota pada tahap negosiasi 

kesepakatan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan.  

Pasal 75 

(1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar Mengadili 

perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) 

Hari.  

(2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang berisi:  

a. tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, 

kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Tersangka;  

b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan 

menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;  

c. pasal Undang-Undang yang dilanggar; dan  

d. tanda tangan Penuntut Umum.  

(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal 

demi hukum.  

(4) Dalam hal surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim 

memberikan kesempatan I (satu) kali kepada Penuntut Umum untuk memperbaiki dan menqajukan 

kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri.  
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(5) Dalam hal surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih diajukan keberatan oleh 

Terdakwa atau Advokatnya, Hakim memeriksa dan memutus keberatan tersebut bersama dengan 

pokok perkara dalam putusan akhir. 

(6) Salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada Penyidik, Tersangka, 

dan Advokat pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut 

ke pengadilan negeri. 

Pasal 76 

(1) Penuntut Umum dapat menyempurnakan surat dakwaan atau tidak melanjutkan Penuntutan 

sebelum pengadilan menetapkan hari sidang.  

(2) Penyempurnaan surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 1 (satu) kali 

paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum tanggal sidang dimulai.  

(3) Dalam hal Penuntut Umum menyempurnakan surat dakwaan, Penuntut Umum menyampaikan 

salinan surat dakwaan kepada Penyidik, Terdakwa, dan Advokat 

Pengakuan Bersalah 

Pasal 78 

(1) Pengakuan Bersalah hanya dapat diterapkan dengan persyaratan:  

a. baru pertama kali melakukan tindak pidana;  

b. terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 

pidana denda paling banyak kategori V; dan/atau  

c. bersedia membayar Ganti Rugi atau Restitusi.  

(2) Penuntut Umum menanyakan kepada Terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya apakah 

Terdakwa bersalah atau tidak. 

(3) Dalam hal Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa wajib didampingi oleh Advokat dan pengakuan 

tersebut dinyatakan dalam berita acara.  

(4) Pengakuan Bersalah diajukan dalam sidang tertentu sebelum persidangan pokok perkara dimulai.  

(5) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Hakim tunggal.  

(6) Dalam hal Pengakuan Bersalah disepakati, pedanjian tertulis dibuat antara Penuntut Umum dan 

Terdakwa dengan persetujuan Hakim.  

(7) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat sebagai berikut:  

a. Terdakwa mengetahui konsekuensi dari Pengakuan Bersalahnya, termasuk pengabaian hak 

diam dan hak untuk diadili dengan acara pemeriksaan biasa;  

b. pengakuan dilakukan secara sukarela;  

c. pasal yang didakwa dan ancaman hukuman yang akan dituntut kepada Terdakwa sebelum 

Pengakuan Bersalah dilakukan;  

d. hasil perundingan antara Penuntut Umum, Terdakwa, dan Advokat, termasuk alasan 

pengurangan masa hukuman Terdakwa;  

e. pernyataan bahwa perjanjian Pengakuan Bersalah mengikat bagi para pihak yang menyetujui 

dan berlaku seperti Undang-Undang; dan  
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f. bukti dilakukannya tindak pidana oleh Terdakwa untuk memastikan Terdakwa melakukan 

tindak pidana.  

(8) Hakim wajib menilai Pengakuan Bersalah dilalukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan dengan 

pemahaman penuh dari Terdakwa.  

(9) Dalam hal Hakim menerima Pengakuan Bersalah, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan acara 

singkat.  

(10) Dalam hal Hakim menolak Pengakuan Bersalah, perkara dilanjutkan sesuai dengan prosedur 

pemeriksaan dengan acara biasa.   

(11) Setiap pelaksanaan Pengakuan Bersalah harus dicatat dalam berita acara dan menjadi bagian dari 

berkas perkara. 

Penahanan 

Pasal 110 

(1) Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, penangguhan Penahanan dapat diberikan oleh 

Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing.  

(2) Penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa 

jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan 

(3) Jaminan orang sebagaimana dimalsud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Keluarga Tersangka atau 

Terdakwa, Advokat, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan Tersangka 

atau Terdakwa sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang 

timbul jika tahanan melarikan diri.  

(4) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim karena jabatannya sewaktu-waktu dapat mencabut 

penangguhan Penahanan dalam hal Tersangka atau Terdakwa melanggar syarat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2).  

(5) Dalam hal Penuntut Umum mengajukan perlawanan terhadap penangguhan penahanan, Terdakwa 

tetap dalam tahanan sampai dengan diterimanya penetapan ketua pengadilan negeri.  

(6) Dalam hal ketua pengadilan negeri menerima perlawanan Penuntut Umum, Hakim pengadilan 

negeri wajib mengeluarkan surat perintah Penahanan kembali dalam waktu paling lama I (satu) Hari 

terhitung sejak penetapan ketua pengadilan negeri.  

(7) Masa antara penangguhan Penahanan dan Penahanan kembali tidak dihitung sebagai masa 

Penahanan.  

(8) Ketentuan mengenai persyaratan penaagguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

Penyitaan 

Pasal 131 

(1) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 terdiri atas benda yang dapat lekas 

rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin disimpan sampai Putusan Pengadilan terhadap 
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perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap, benda tersebut dapat diamankan, 

dimusnahkan, atau dilelang oleh Penyidik atau Penuntut Umum dengan persetujuan Tersangka 

atau Terdakwa dan/atau Advokatnya dan disaksikan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Tersangka, 

atau Terdakwa dan/ atau Advokatnya.  

(2) Jika Tersangka atau Terdakwa tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), 

Penyidik atau Penuntut Umum membuat berita acara penolakan paling lama 3 (tiga) Hari dan lelang 

tetap dilaksanakan.  

(3) Benda sitaan yang dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibeli oleh Tersangka 

atau Terdakwa dan/atau pihak yang mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat kedua, 

hubungan semenda, dan hubungan kerja atau keuangan.  

(4) Dalam hal benda sitaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilelang, namun berdasarkan 

putusan berkekuatan hukum tetap tidak dirampas untuk negara, maka uang hasil penjualan lelang 

barang sitaan tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) Hari 

sejak putusan berkekuatan hukum tetap.  

(5) Dalam hal terdapat bunga keuntungan atau bentuk keuntungan lain dari hasil penyimpanan benda 

sitaan yang dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perampasan dan pengembalian 

uang hasil lelang benda sitaan juga disertai dengan bunga keuntungan atau keuntungan lain 

tersebut. 

Pasal 132 

(1) Dalam hal benda sitaan merupakan benda berbahaya, bersifat terlarang atau dilarang untuk 

diedarkan, benda tersebut dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan dengan izin 

ketua pengadilan negeri, dengan atau tanpa disaksikan oleh Tersangka, Terdakwa, atau Advokatnya 

dengan mengundang Tersangka, Terdakwa, atau Advokatnya.  

(2) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. 

 

HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA 

 Pasal 142  

Tersangka atau Terdakwa berhak:  

a. segera menjalankan pemeriksaan;  

b. memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;  

c. diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya mengenai apa yang disangkakan 

atau didakwakan kepadanya;  

d. diberitahu mengenai haknya;  

e. memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau 

dakwaan yang dikenakan kepadanya;  

f. setiap waktu mendapat bantuan Penerjemah atau juru bahasa;  



 

PENGATURAN ADVOKAT DALAM KUHAP BARU TAUFAN – MEDIA NARASIO 

 

g. mendapat Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum;  

h. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan perwakilan negaranya bagi Tersangka atau 

Terdakwa yang berkewarganegaraan asing;  

i. menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi;  

j. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan dokter untuk kepentingan pemeriksaan 

kesehatan atas dirinya;  

k. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan rohaniwan 

l. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan Keluarga, kerabat, atau hubungan lain 

secara langsung atau melalui perantaraan Advokat;  

m. mengirim dan menerima surat dari dan kepada Advokat dan Keluarga Tersangka atau Terdakwa;  

n. mengajukan permohonan mekanisme Keadilan Restoratif;  

o. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus;  

p. mengajukan tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi; dan/ atau  

q. bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan 

martabat manusia selama proses hukum yang dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-

Undang ini. 

HAK SAKSI 

Pasal 143 

Saksi berhak:  

a. tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/ atau Laporan 

yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau Laporan tersebut diberikan tidak 

dengan iktikad baik;  

b. memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;  

c. mendapat Bantuan Hukum;  

d. memberikan keterangan tanpa tekanan;  

e. mendapat Penerjemah atau juru bahasa; 

f. bebas dari pertanyaan yang menjerat;  

g. menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri walaupun Saksi telah 

mengambil sumpah atau janji;  

h. memperoleh pelindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari 

ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;  

i. dirahasiakan identitasnya;  

j. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses penanganan perkara;  

k. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk pelindungan dan dukungan keamanan;  

l. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses pemenuhan layanan; dan/ atau  

m. bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan 

martabat manusia selama proses hukum yang dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-

Undang ini. 
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HAK KORBAN 

Pasal 144 

Korban berhak:  

a. tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian, Laporan, dan/ atau 

Pengaduan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian, Laporan, dan/atau 

Pengaduan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik;  

b. memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;  

c. memberikan keterangan tanpa tekanan;  

d. mendapat Penerjemah atau juru bahasa;  

e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;  

f. mendapat informasi mengenai perkembangan perkara; 

g. mendapat informasi mengenai Putusan Pengadilan;  

h. mendapat informasi dalam hal Terpidana dibebaskan;   

i. memperoleh pelindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari 

ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;  

j. dirahasiakan identitasnya;  

k. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses penanganan perkara;  

l. mengajukan Restitusi melalui tuntutan;  

m. melakukan mekanisme Keadilan Restoratif;  

n. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk pelindungan dan dukungan keamanan;  

o. mendapat bantuan medis dan Rehabilitasi psikososial dan psikologis;  

p. mendapat nasihat hukum;  

q. mendapat pendampingan oleh Pendamping pada setiap pemeriksaan dalam proses peradilan;  

r. mendapat tempat kediaman sementara;  

s. memperoleh bantuan biaya sementara sampai batas pelindungan berakhir;  

t. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses pemenuhan layanan;  

u. mendapat identitas baru;  

v. mendapatkan Restitusi melalui penetapan pengadilan yang diajukan setelah Putusan Pengadilan 

berkekuatan hukum tetap;  

w. mendapat tempat kediaman baru;  

x. menyampaikan pernyataan atas dampak tindak pidana yang dialaminya secara tertulis atau lisan; 

dan/ atau  

y. bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan 

martabat manusia selama proses hukum yang dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-

Undang ini. 
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ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM 

Bagian Kesatu Advokat 

Pasal 149 

(1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum menjalankan tugas dan fungsi Jasa Hukum sesuai 

dengan etika profesi serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.  

(2) Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas 

profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam atau di luar 

pengadilan.  

Pasal 150 

Advokat berhak:  

a. memberikan Jasa Hukum dan/ atau Bantuan Hukum atas permintaan Tersangka, Terdakwa, Saksi, 

atau Korban;  

b. menghubungi, berkomunikasi, dan mengunjungi Tersangka, Terdakwa, Saksi, atau Korban sejak saat 

ditangkap atau ditahan pada semua tahap pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan 

pembelaan perkaranya;  

c. memberikan nasihat hukum kepada Tersangka, Terdakwa, Saksi, atau Korban mengenai hak dan 

kewajibannya dalam proses peradilan pidana; 

d. mendampingi Tersangka, Terdakwa, Saksi, dan Korban pada semua tahap pemeriksaan;  

e. meminta pejabat yang bersangkutan memberikan salinan berita acara pemeriksaan Tersangka 

untuk kepentingan pembelaan Tersangka sesaat setelah selesainya pemeriksaan;  

f. mengirim dan menerima surat dari Tersangka atau Terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya;  

g. menghadiri sidang pengadilan dan mengajukan pembelaan terhadap Terdakwa;  

h. bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan di setiap tahap pemeriksaan pengadilan untuk 

memberikan pembelaan kepada Terdakwa;  

i. meminta keterangan dari Saksi dan Ahli dalam sidang pengadilan;  

j. meminta dokumen dan bukti yang relevan untuk membantu pembelaan; dan/ atau  

k. mengajukan bukti yang meringankan Terdakwa dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Pasal 151 

(1) Advokat wajib:  

a. memberikan Bantuan Hukum;  

b. mematuhi kode etik profesi; dan  

c. mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan.  

(2) Dalam memberikan Jasa Hukum dan/atau  Bantuan Hukum, setiap Advokat wajib menunjukkan 

kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim di persidangan sesuai dengan tahap 

pemeriksaan:  
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a. surat kuasa yang menunjukkan secarajelas perihal tindakan hukum yang dikuasakan oleh 

pemberi kuasa; dan  

b. berita acara sumpah pengangkatan sebagai Advokat dan/atau identitas keanggotaannya di 

dalam suatu lembaga Bantuan Hukum. 

Pasal 152 

(1) Advokat dalam berhubungan dengan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana diawasi oleh Penyidik, 

Penuntut Umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.  

(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat yang bersangkutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.   

Pasal 153 

Penyidik, Penuntut Umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan wajib memberikan salinan berita 

acara pemeriksaan kepada Tersangka, Terdakwa, atau Advokatnya untuk kepentingan pembelaannya 

dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak penandatanganan berita acara pemeriksaan.  

Bagian Kedua 

Bantuan Hukum 

Pasal 154 

(1) Bantuan Hukum diberikan terhadap: 

a. Tersangka atau Terdakwa; dan   

b. pelapor, pengadu, Saksi, atau Korban, yang tidak mampu pada setiap tahap pemeriksaan.  

(2) Pejabat yang bersangkutan pada setiap tahap pemeriksaan wajib memberitahukan hak 

mendapatkan Bantuan Hukum dan menunjuk Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum bagi 

Tersangka, Terdakwa, pelapor, pengadu, Saksi, atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21wajib 

memberikan Bantuan Hukum 

(4) Kewajiban menujuk Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak berlaku jika Tersangka, Terdakwa, pelapor, pengadu, Saksi, atau Korban menyatakan menolak 

untuk didampingi Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum yang dibuktikan dengan berita acara.  

(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat oleh:  

a. Penyidik yang ditandatangani oleh Penyidik dan Tersangka, pelapor, pengadu, Saksi, atau 

Korban;  

b. Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Tersangka, pelapor, pengadu, 

Saksi, atau Korban; atau  

c. Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, pelapor, pengadu, 

Saksi, atau Korban.  

Pasal 155 
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1) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, 

pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk Advokat bagi 

Tersangka atau Terdakwa.  

2) Tersangka atau Terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi tidak mampu dan tidak mempunyai Advokat sendiri, 

pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk Advokat bagi 

Tersangka atau Terdakwa.  

3) Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib 

memberikan Bantuan Hukum. 

 

BAB XI 

WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI 

Bagian Kesatu Praperadilan 

Pasal 158 

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini mengenai:  

a. sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa;  

b. sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan ; 

c. permintaan Ganti Rugi dan/ atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan 

pada tahap Penyidikan atau Penuntutan;  

d. Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;  

e. penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah; dan  

f. penangguhan pembantaran Penahanan. 

Pasal 159 

(1) Wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dilaksanakan oleh 

Praperadilan.  

(2) Praperadilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu 

oleh seorang panitera.  

Pasal 160 

(1) Permohonan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 158 huruf a diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka, atau Advokatnya 

kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.  

(2) Permohonan pemeriksaan mengenai Penyitaan benda atau barang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 158 huruf d diajukan oleh pihak ketiga.  
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(3) Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa yang diajukan oleh 

Tersangka, Keluarga Tersangka, atau Advokatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hanya dapat 

diajukan 1 (satu) kali untuk hal yang sama.  

(4) Permohonan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a dan huruf c tidak dapat 

diajukan jika Tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang. 

Pasal 163 

(1) Acara pemeriksaan Praperadilan ditentukan sebagai berikut 

a. dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak permintaan diterima, Hakim yang ditunjuk 

menetapkan hari sidang;  

b. dalam memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 sampai 

dengan Pasal 162, Hakim mendengar keterangan baik dari Tersangka atau Advokatnya, 

Keluarga Tersangka, pihak yang berkepentingan, Penyidik, atau Penuntut Umum;  

c. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan secara cepat dan dalam jangka 

waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan dibacakan, Hakim harus sudah 

menjatuhkan putusannya;  

d. dalam keadaan termohon tidak hadir sebanyak 2 (dua) kali persidangan, pemeriksaan 

Praperadilan tetap dilanjutkan dan termohon dianggap melepaskan haknya. 

e. selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum selesai, pemeriksaan pokok 

perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan;  

f. dalam hal putusan Praperadilan menetapkan Upaya Paksa yang dilakukan oleh Penyidik 

dan/atau Penuntut Umum dinyatakan tidak sah, hal lain yang terkait dengan Upaya Paksa 

tersebut agar dilakukan pemulihan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah 

Putusan Pengadilan; dan  

g. putusan Praperadilan pada tahap Penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan Praperadilan 

kembali pada tahap pemeriksaan oleh Penuntut Umum dengan permintaan baru. 

Pasal 195 

Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, ketua pengadilan 

negeri mempelajari apakah perkara yang disampaikan tersebut termasuk wewenang pengadilan yang 

dipimpinnya.  

Pasal 196 

(1) Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara pidana tersebut tidak termasuk 

wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ketua 

pengadilan negeri menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain 

yang dianggap berwenang Mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasan pelimpahan 

perkara.  
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(2) Surat pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diserahkan kembali kepada 

Penuntut Umum, selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikan kepada 

kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan.  

(3) Tirunan surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Terdakwa, 

Advokat, dan Penyidik 

 

Acara Pemeriksaan Biasa 

Pasal 20O 

(1) Jika pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu 

termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara 

tersebut.  

(2) Hakim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan hari sidang.  

(3) Halim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerintahkan kepada 

Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa dan Saksi untuk datang di sidang pengadilan. 

Pasal 201 

(1) Pada hari dan tanggal sidang pemeriksaan:  

a. Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Advokat Terdakwa menghadirkan Saksi dan/atau Ahli 

untuk didengar keterangannya; dan/ atau  

b. Penuntut Umum dan/atau Terdakwa hadir sendiri untuk didengar keterangannya, kecuali jika 

terdapat alasan yang kuat untuk tidak menghadirkan Terdakwa.  

(2) Dalam hal Terdakwa ditahan, Penuntut Umum wajib menghadirkan Terdakwa.  

(3) Dalam hal Saksi dan/atau Ahli tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, pemeriksaan terhadap 

Saksi dan/ atau Ahli dimaksud dapat ditunda untuk I (satu) kali.  

(4) Jika dalam sidang berikutnya Saksi dan/ atau Ahli tersebut tetap tidak hadir, pemeriksaan perkara 

dilanjutkan tanpa mendengar Keterangan Saksi dan/atau Ahli tersebut.  

(5) Jika pihak yang memohon untuk mendengar Keterangan Saksi dan/ atau Ahli tidak hadir pada 

tanggal yang telah ditentukan, permohonan menjadi batal. (6) Sidang pemeriksaan Saksi dan/atau 

Ahli dilakukan secara terbuka, kecuali untuk perkara tempat persidangan dilakukan secara 

tertutup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.  

Pasal 204 

(1) Pada permulaan sidang, Hakim ketua sidang menanyakan kepada Terdakwa mengenai nama 

lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama 

dan pekerjaannya serta mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang 

didengar dan dilihatnya di siding. 

(2) Dalam keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan 

perkara sedang berlangsung, Hakim/majelis hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari 
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Penuntut Umum dan/ atau Terdakwa atau Advokat dapat menetapkan persidangan yang 

dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara elektronik.  

Pasal 205 

(1) Dalam hal Terdakwa dan Korban tidak bersepakat untuk melakukan perdamaian, Hakim 

menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bersedia mengakui dakwaan yang dibacakan 

oleh Penuntut Umum.  

(2) Dalam hal Terdakwa bersedia mengakui dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Hakim 

wajib memeriksa pengakuan Terdakwa dengan mempertimbangkan hal:  

a. Terdakwa telah diperiksa pada tahap Penyidikan;  

b. Terdakwa didampingi oleh Advokat selama pemeriksaan pada tahap Penyidikan;  

c. pemeriksaan pada tahap Penyidikan dilakukan dengan cara dan dalam waktu yang patut;  

d. Terdakwa telah diberitahu dan dapat menggunakan haknya selama Penyidikan dan 

Penuntutan;  

e. pengakuan Terdakwa tidak disebabkan oleh adanya tekanan, paksaan, dan/atau 

penyiksaan, baik secara fisik maupun psikis, selama proses Penyidikan dan Penuntutan; dan 

f. hal lain yang dipandang perlu oleh Hakim.  

(3) Dalam hal Hakim memperoleh keyakinan bahwa seluruh hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

telah terpenuhi, Hakim menentukan perkara akan diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat.  

(4) Dalam hal Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya atau Hakim tidak 

memperoleh keyakinan bahwa hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Hakim 

melanjutkan pemeriksaan perkara dengan acara pemeriksaan biasa.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

Pasal 206 

(1) Dalam hal Terdakwa atau Advokat mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang 

Mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, 

setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim 

mempertimbangkan perlawanan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.  

(2) Dalam hal Hakim menyatakan perlawanan tersebut diterima, perkara tersebut tidak diperiksa 

lebih lanjut.  

(3) Dalam hal Hakim menyatakan perlawanan tidak diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut 

baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, sidang dilanjutkan.  

(4) Penuntut Umum dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.  

(5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perlawanan yang diajukan 

oleh Terdakwa atau Advokatnya diterima oleh pengadilan tinggi, dalam jangka waktu 14 (empat 

belas) Hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan 

negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara 

tersebut. 
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(6) Dalam hal perlawanan diajukan bersama dengan permohonan banding oleh Terdakwa atau 

Advokatnya kepada pengadilan tinggi, pengadilan tinggi dalam jangka waktu paling lama 14 

(empat belas) Hari terhitung sejak menerima perkara membenarkan perlawanan Terdakwa 

melalui keputusan membatalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk 

pengadilan negeri yang berwenang.  

(7) Pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan salinan keputusan kepada 

pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula Mengadili perkara 

untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara tersebut.  

(8) Dalam hal pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkedudukan di 

daerah hukum pengadilan tinggi lain, kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada 

kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.  

(9) Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar 

pendapat Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat 

menyatalan pengadilan tidak berwenang.  

Pasal 207 

(1) Hakim wajib mengundurkan diri untuk Mengadili perkara apabila terikat hubungan keluarga 

sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai 

dengan Hakim ketua sidang, salah seorang Hakim anggota, Penuntut Umum, atau panitera.  

(2) Hakim ketua sidang, Hakim anggota, Penuntut Umum, atau panitera wajib mengundurkan diri dari 

menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat 

ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan Terdakwa atau dengan 

Advokat. 

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dan ayat (2) dipenuhi, Halim ketua 

sidang, Hakim anggota, Penuntut Umum, dan panitera yang mengundurkan diri harus diganti.  

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi atau tidak diganti 

sedangkan perkara telah diputus, perkara dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari sejak tanggal 

putusan wajib diadili ulang dengan susunan yang lain. 

Pasal 210 

(1) Penuntut Umum dan Terdakwa atau Advokat Terdakwa diberi kesempatan menyampaikan 

penjelasan singkat untuk menguraikan bukti dan Saksi yang akan diajukan pada persidangan.  

(2) Sesudah pernyataan pembuka, Saksi dan Ahli memberikan keterangan.  

(3) Urutan Saksi dan AhIi ditentukan oleh pihak yang memanggil.  

(4) Penuntut Umum mengajukan Saksi, Ahli, dan buktinya terlebih dahulu. 

(5) Dalam hal Hakim menyetujui Saksi dan Ahli yang diminta oleh Advokat untuk dihadirkan, Hakim 

memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil Saksi dan Ahli yang diajukan oleh 

Advokat tersebut.  

(6) Hakim ketua sidang menanyakan kepada Saksi dan/atau Ahli mengenai nama lengkap, umur 

atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Saksi dan/ 

atau Ahli.  
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(7) Selain menanyakan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Hakim juga menanyakan 

apakah Saksi mengenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar 

dakwaan atau apakah Saksi mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai 

derajat ketiga dengan Terdakwa, atau suami atau istri dari Terdakwa, atau pernah menjadi 

suami atau istri dari Terdakwa, atau terikat hubungan kerja dengannya.  

(8) Setelah pengajuan Saksi dan bukti oleh Penuntut Umum, Advokat dapat menghadirkan bukti, 

Ahli, dan Saksi.  

(9) Terdakwa memberikan keterangan pada akhir pemeriksaan.  

(10) Setelah pemeriksaan Terdakwa, Penuntut Umum dapat memanggil Saksi atau Ahli tambahan 

untuk menyanggah pembuktian dari Advokat selama persidangan.  

(11)  Dalam hal terdapat Saksi atau Ahli, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan 

Terdakwa, yang tidak tercantum dalam berkas perkara dan/ atau yang diminta oleh Terdakwa, 

Advokat, atau Penuntut Umum selama sidang berlangsung atau sebelum dijatuhkan putusan, 

Hakim ketua sidang dapat mengabulkan atau menolak untuk mendengar Keterangan Saksi atau 

Ahli tersebut.  

(12) Sebelum Saksi atau Ahli memberikan keterangan, Hakim mengambil sumpah atau janji terhadap 

Saksi atau Ahli berdasarkan agama atau kepercayaannya bahwa akan memberikan keterangan 

yang sebenarnya dan sejujurnya 

 

Pasal2l4 

(1) Penuntut Umum terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli yang dihadirkan 

oleh Penuntut Umum.  

(2) Setelah Penuntut Umum selesai mengajukan pertanyaan, Advokat dapat mengajukan 

pertanyaan kepada Saksi atau Ahli.  

(3) ) Penuntut Umum dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada Saksi atau Ahli untuk 

memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada Advokat.  

(4) Advokat mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli yang dihadirkan oleh Advokat dan 

kepada Terdakwa.  

(5) Setelah Advokat selesai mengajukan pertanyaan, Penuntut Umum dapat mengajukan 

pertanyaan kepada Saksi atau Ahli dan kepada Terdakwa.  

(6) Advokat selanjutnya dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada Saksi atau Ahli, dan 

Terdakwa untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada Penuntut Umum.  

(7) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau 

Advokat kepada Saksi, Ahli, dan Terdakwa dalam hal Hakim ketua sidang menilai bahwa 

pertanyaan tersebut tidak relevan dengan perkara yang disidangkan dan menyebutkan 

alasannya mengapa pertanyaan tertentu tidak diperbolehkan.  

(8) Dalam hal diperlukan, Hakim berwenang mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi 

pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Advokat kepada Saksi, Ahli, atau 

Terdakwa.  
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(9) Hakim ketua sidang dan Hakim anggota dapat meminta kepada Saksi segala keterangan yang 

dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran. 

Pasal 217 

(1) Setelah Saksi memberi keterangan, Saksi diharuskan tetap hadir di sidang, kecuali Hakim ketua 

sidang memberi izin untuk meninggalkannya.  

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, jika Penuntut Umum, Terdakwa, atau 

Advokat mengajukan permintaan agar Saksi tersebut tetap menghadiri sidang.  

(3) Para Saksi selama sidang berlangsung dilarang saling bercakap-cakap.  

PasaT 222 

(1) Setelah Saksi memberi keterangan, Terdakwa atau Advokatnya dapat mengajukan permintaan 

kepada Hakim ketua sidang agar di antara Saksi tersebut yang tidak dikehendaki kehadirannya 

dikeluarkan dari ruang sidang, dan Saksi yang lain dipanggil masuk oleh Hakim ketua sidang 

untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa 

hadirnya Saksi yang dikeluarkan tersebut. 

(2) Dalam hal dipandang perlu, Hakim karena jabatannya dapat meminta agar Saksi yang telah 

didengar keterangannya keluar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar Keterangan 

Saksi yang lain. 

Pasal 230 

(1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan, 

Hakim ketua sidang dapat meminta Keterangan Ahli dan dapat pula meminta agar diajukan 

bahan baru oleh yang berkepentingan.  

(2) Dalam hal timbul perlawanan yang beralasan dari Terdakwa atau Advokatnya terhadap hasil 

Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim memerintahkan agar hal tersebut 

dilakukan penelitian ulang, termasuk penelitian ulang atas Keterangan Ahli tersebut.  

(3) Penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi semula dengan 

komposisi personal yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu. 

Pasal 231 

(1) Setelah kesaksian dan bukti disampaikan oleh kedua belah pihak, Penuntut Umum dan Advokat 

diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan lisan yang menjelaskan mengenai bukti 

yang diajukan di persidangan mendukung pendapat mereka mengenai perkara tersebut.  

(1) Dalam hal pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana 

kepada Terdakwa setelah menguraikan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.  

(2) Setelah Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, Terdakwa dan/ atau Advokat 

mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa 

Terdakwa atau Advokatnya selalu mendapat giliran terakhir.  
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(3) Tuntutan atau jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan dalam 

waktu paling lambat I (satu) Hari diserahkan kepada Hakim ketua sidang dan salinannya kepada 

pihak yang berkepentingan.  

(4) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) selesai 

dilaksanakan, Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.  

Pasal 232 

(1) Dalam hal tertentu, baik atas kewenangan Hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas 

permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa atau Advokatnya dengan memberikan alasan yang 

dapat diterima, sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (5) dapat dibuka kembali.  

(2) Setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Hakim mengadakan 

musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah tersebut 

diadakan setelah Terdakwa, Saksi, Advokat, Penuntut Umum, dan hadirin meninggalkan ruang 

siding. 

(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat dakwaan dan 

segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.  

(4) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim ketua majelis mengajukan 

pertanyaan kepada setiap Hakim anggota dan setelah itu ketua majelis Hakim mengemukakan 

pendapatnya.  

(5) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan pertimbangan beserta 

alasannya. 

Pasal 233 

(1) (l) Putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat.  

(2) Dalam hal permufakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai setelah 

diusahakan dengan sungguh-sungguh, putusan diambil dengan suara terbanyak.  

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak juga dapat dipenuhi, putusan 

diambil berdasarkan pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa.  

(4) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam buku 

himpunan putusan yang sifatnya rahasia yang disediakan khusus untuk keperluan tersebut.  

(5) Putusan Pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga.  

(6) Dalam hal putusan dijatuhkan dan diumumkan pada hari lain, putusan tersebut sebelumnya 

harus diberitahukan kepada Penuntut Umum, Terdakwa, atau Advokat.  

Pasal 234 

(1) Pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, Terdakwa mengakui semua perbuatan 

yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang anc:rman pidana yang 

didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, Penuntut Umum dapat melimpahkan perkara ke 

sidang acara pemeriksaan singkat. 
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(2) Pengaluan Terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Terdakwa dan 

Penuntut Umum.  

(3) Hakim wajib:   

a. memberitahukan kepada Terdakwa mengenai hak yang dilepaskannya dengan 

memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);  

b. memberitahukan kepada Terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan 

dikenakan; dan  

c. menanyakan apalah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara 

sukarela.  

(4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika Hakim ragu 

terhadap kebenaran pengakuan Terdakwa.  

(5) Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh 

melebihi 2/3 (dua per tiga) dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.  

(6) Hakim atas kehendaknya sendiri atau atas permintaan Terdakwa atau Advokatnya dapat 

memberi penjelasan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

PUTUSAN 

Pasal 252 

(1) Apabila Hakim atau Penuntut Umum berhalangan, ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan 

yang berwenang wajib menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut dalam waktu 

paling lama 1 (sahr) Hari.  

(2) Dalam hal Advokat berhalangan, Terdakwa atau asosiasi Advokat menunjuk penggantinya. 

(3) Dalam hal pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (21ternyata tidak ada atau juga 

berhalangan maka sidang dapat dilanjutkan. 

Pasal 256 

(1) Panitera membuat berita acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan 

memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.  

(2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari 

Keterangan Saksi, Terdakwa, dan Ahli, kecuali jika Hakim ketua sidang menyatakan cukup 

menunjuk keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang 

terdapat antara yang satu dengan yang lain.  

(3) Atas permintaan Penuntut Umum, Terdakwa, atau Advokat, Hakim ketua sidang wajib 

memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus mengenai suatu keadaan 

atau keterangan.  

(4) Berita acara sidang ditandatangani oleh Hakim ketua sidang dan panitera, kecualijika salah satu 

dari Hakim ketua sidang dan panitera berhalangan, hal tersebut dinyatakan dalam berita acara. 

Acara Pemeriksaan Singkat 

Pasal 257 
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(1) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat merupakan perkara yang menurut 

Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.  

(2) Dalam pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum 

menghadapkan Terdakwa beserta Saksi, barang bukti, Ahli, dan juru bahasa jika diperlukan.  

(3) Dalam acara pemeriksaan singkat berlaku ketentuan:  

a. Penuntut Umum dengan segera setelah Terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O4 ayat (l) memberitahukan dengan lisan dari 

catatannya kepada Terdakwa mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan 

menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, yang 

dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;  

b. dalam hal Hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan maka diadakan pemeriksaan 

tambahan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari dan apabila dalam jangka 

waktu tersebut Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, 

Hakim memerintahkan perkara tersebut diajukan ke sidang pengadilan dengan acara 

pemeriksaan biasa;  

c. guna kepentingan pembelaan, atas permintaan Terdakwa dan/atau Advokat, Hakim dapat 

menunda pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari;  

d. putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang; dan  

e. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan dan surat tersebut mempunyai 

kekuatan hukum yang sama seperti Putusan Pengadilan dalam acara pemeriksaan biasa. 

(4) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat tidak menggunakan surat dakwaan, 

hanya mencantumkan pasal yang dilanggar.  

(5) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun.  

(6) Sidang perkara singkat dilakukan dengan Hakim tunggal . 

 

Tata Tertib Persidangan 

Pasal 272 

(1) Dalam hal terdapat alasan yang kuat mengenai objektivitas, kebebasan, dan keberpihakan 

Hakim atau majelis Hakim yang menyidangkan perkara, Penuntut Umum, Terdakwa, atau 

Advokat dapat mengajukan permohonan pergantian Hakim atau majelis Hakim yang 

menyidangkan perkara tersebut.  

(2) Permohonan pergantian Hakim atau majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan sebelum pemeriksaan perkara pokok kepada ketua pengadilan negeri.  

(3) Dalam hal ketua pengadilan negeri tidak mengabulkan permohonan pergantian Hakim atau 

majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan diajukan kepada ketua 

pengadilan tinggi.  

(4) Apabila permohonan pergantian Hakim atau majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikabulkan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari ketua pengadilan negeri membuat penetapan 

mengenai penggantian Hakim atau majelis Hakim. 
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Pasal 277 

(1) Petikan Putusan Pengadilan diberikan kepada Terdakwa, Advokat, Penyidik, dan Penuntut 

Umum, sesaat setelah putusan diucapkan.  

(2) Salinan Putusan Pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik, sedangkan kepada 

Terdakwa atau Advokatnya diberikan atas permintaan 

Pasal 281 

(1) Sidang pengadilan dilaksanakan dalam ruang sidang di gedung pengadilan. 

(2) Dalam ruang sidang, Hakim, Penuntut Umum, Advokat, dan panitera mengenakan pakaian 

sidang dan atribut masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut: 

a. tempat meja dan kursi Hakim terletak lebih tinggi dari tempat Penuntut Umum, Terdakwa, 

Advokat, dan pengunjung; 

b. tempat panitera terletak di sisi kanan belakang tempat Hakim ketua sidang; 

c. tempat Penuntut Umum terletak di sisi kanan depan tempat Hakim; 

d. tempat Terdakwa dan Advokat terletak di sisi kiri depan dari tempat Hakim dan tempat 

Terdakwa di sebelah kanan tempat Advokat; 

e. tempat kursi pemeriksaan Terdakwa dan Saksi terletak di depan tempat Hakim; 

f. tempat Saksi atau Ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan; 

g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat Saksi yang telah didengar; 

h. bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan di sebelah kanan meja Hakim 

dan bendera pengadilan ditempatkan di sebelah kiri meja Hakim sedangkan lambang 

negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belalang meja Hakim; 

i.  itempat rohaniwan terletak di sebelah kiri tempat panitera; 

j.   tempat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i diberi tanda 

pengenal atau jabatan; dan  

k. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat 

lain yang dianggap perlu.  

(4) Dalam hal sidang pengadilan dilangsungkan di luar gedung pengadilan, tata tempat sedapat 

mungkin disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).  

(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, minimal 

bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia harus ada dan ditempatkan. 

Pasal 282 

(1) Sebelum sidang dimulai, panitera, Penuntut Umum, Advokat, dan pengunjung menduduki 

tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.  

(2) Pada saat Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir wajib berdiri 

untuk memberi penghormatan.  

(3) Selama sidang berlangsung, setiap orang yang keluar masuk ruang sidang wajib memberi 

hormat. 
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UPAYA HUKUM BIASA 

Bagian Kesatu 

Pemeriksaan Tingkat Banding 

Pasal 285 

(1) Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh Terdakwa atau Advokatnya atau 

Penuntut Umum. 

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh panitera pengadilan 

negeri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah 

putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 266 ayat (2). 

(3) Terhadap permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitera membuat surat 

keterangan yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon, serta tembusannya diberikan 

kepada pemohon yang bersangkutan. 

(4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, panitera harus mencatatnya disertai dengan 

alasan dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara dan ditulis dalam daftar perkara 

pidana. 

(5) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan banding yang diajukan oleh: 

a. Penuntut Umum atau Terdakwa atau Advokatnya; atau 

b. Penuntut Umum dan Terdakwa atau Advokatnya sekaligus, 

panitera wajib memberitahukan permohonan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. 

Pasal 286 

(1) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (21 telah lewat tanpa 

diajukan permohonan banding maka Terdakwa atau Advokatnya dan/atau Penuntut Umum 

dianggap menerima putusan.  

(2) (21 Dalam hal telah lewat waktu dan Terdakwa atau Advokatnya, atau Penuntut Umum 

dianggap menerima putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitera mencatat dan 

membuat akta mengenai hal tersebut serta dilekatkan pada berkas perkara. 

Pemeriksaan Tingkat Kasasi 

Pasal 300 

(1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat 

belas) Hari terhitung sejak Putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi itu dibacakan dalam 

sidang yang terbuka untuk umum,  
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(2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh panitera ditulis dalam sebuah surat 

keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang 

dilampirkan pada berkas perkara  

(3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh:  

a. Penuntut Umum atau Terdakwa; atau  

b. Penuntut Umum dan Terdakwa sekaligus,  

panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.  

Pasal 301 

(1) Apabila jangka waltu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan 

permohonan kasasi oleh yang bersangkutan maka Terdakwa atau Advokatnya, atau Penuntut 

Umum dianggap menerima putusan.  

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon terlambat 

mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk mengajukan kasasi gugur.  

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan keterlambatan 

waktu mengajukan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitera mencatat 

dan membuat akta mengenai hal tersebut serta melekatkannya pada berkas perkara. 

Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah  

Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap 

Pasal 318 

(1) Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Terpidana dapat 

mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung  

(2) Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 

oleh pihak Terpidana atau ahli warisnya.  

(3) Dalam hal Terpidana telah meninggal dunia permintaan dapat diajukan oleh istri atau suami 

yang ditinggalkan, orang tua, anak, atau saudara kandung.  

(4) Permintaan oleh Terpidana atau pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikuasakan 

kepada Advokat yang dikuasakan khusus untuk itu.  

(5) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:  

a. jika terdapat keadaan baru atau bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa 

keadaan atau bukti tersebut jika diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya 

dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan 

Penuntut Umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan 

pidana yang lebih ringan;  

b. salah seorang atau lebih Hakim yang menjatuhkan pemidanaan tersebut terbukti bersalah 

berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap menerima hadiah atau janji dari 

seseorang dalam perkara pidana di mana Hakim tersebut duduk sebagai salah seorang 

Hakimnya dengan maksud mempengaruhi agar Terdakwa tersebut diputus bersalah, atau 

menjatuhkan pemidanaan yang lebih berat dari yang seharusnya; dan/atau  
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c. putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan 

yang nyata.  

(6) Permintaan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali jika terdapat 

keadaan baru atau bukti baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a atau terdapat 

pertentangan antara 2 (dua) putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Peranjian Penundaan Penuntutan 

Pasal 328 

(1) Perjanjian Penundaan Penuntutan bertujuan untuk kepatuhan hukum, pemulihan kerugian 

akibat tindak pidana, serta efisiensi dalam peradilan pidana.  

(2) Perjanjian Penundaan Penuntutan hanya dapat diterapkan pada tindak pidana oleh Korporasi.  

(3) Permohonan Perjanjian Penundaan Penuntutan dapat diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, 

atau Advokat kepada Penuntut Umum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.  

(4) Penuntut Umum dapat menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) berdasarkan pertimbangan keadilan, Korban, dan kepatuhan Terdakwa terhadap 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(5) Dalam hal Penuntut Umum menerima permohonan, Penuntut Umum wajib memberitahukan 

kepada pengadilan terkait akan dilaksanakan proses Perjanjian Penundaan Penuntutan dan 

dicatat dalam berita acara.  

(6) Hasil kesepakatan Perjanjian Penundaan Penuntutan wajib disampaikan oleh Penuntut Umum 

kepada pengadilan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah kesepakatan 

ditandatangani oleh para pihak.  

(7) Pengadilan wajib mengadakan sidang pemeriksaan untuk menilai kelayakan dan keabsahan 

Perjanjian Penundaan Penuntutan sebelum disahkan.  

(8) Dalam sidang pemeriksaan sebagaimana dimalsud pada ayat (7), Hakim wajib 

mempertimbangkan:  

a. kesesuaian syarat dalam Perjanjian Penundaan Penuntutan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

b. proporsionalitas sanksi administratif atau kewajiban lain yang diberikan kepada Tersangka 

atau Terdakwa;  

c. dampak terhadap Korban, masyarakat, lingkungan hidup, perekonomian negara, dan 

sistem peradilan pidana; dan  

d. kemampuan Tersangka atau Terdakwa dalam memenuhi syarat yang ditetapkan.  

(9) Dalam memeriksa Perjanjian Penundaan Penuntutan, Hakim dapat meminta tambahan 

informasi atau klarifikasi dari Penuntut Umum, Tersangka, Terdakwa, atau pihak lain yang 

berkepentingan.  

(10) Dalam hal Hakim menyetqjui Perjanjian Penundaan Penuntutan, pengesahan dituangkan 

dalam penetapan pengadilan dan perkara ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan.  

(11) Dalam hal Hakim menolak Perjanjian Penundaan Penuntutan, perkara dilanjutkan ke 

persidangan dengan acara pemeriksaan biasa.  
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(12) Syarat dalam Perjanjian Penundaan Penuntutan dapat berupa:  

a. pembayaran ganti rugi atau Restitusi kepada Korban;  

b. pelaksanaan program kepatuhan hukum atau perbaikan tata kelola Korporasi yang anti-

korupsi;  

c. kewajiban pelaporan dan kerja sama dengan penegak hukum selama proses penundaan 

Penuntutan; atau  

d. tindakan korektif lainnya yang dianggap perlu oleh Penuntut Umum.  

(13) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa memenuhi semua kewajiban dalam Perjanjian Penundaan 

Penuntutan selama jangka waktu yang ditentukan, perkara dapat dihentikan tanpa Penuntutan 

lebih lanjut dengan penetapan pengadilan.  

(14) Pengadilan berwenang untuk memantau pelaksanaan Perjanjian Penundaan Penuntutan 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.  

(15) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa gagal memenuhi kewajiban dalam kesepakatan Perjanjian 

Penundaan Penuntutan, Penuntut Umum berwenang melanjutkan proses Penuntutan tanpa 

memerlukan persetujuan tambahan 

(16) Setiap Perjanjian Penundaan Penuntutan dicatat secara resmi dan disampaikan kepada Hakim 

untuk dicatat dalam berita acara di pengadilan.  

(17) Pelanggaran terhadap prosedur Perjanjian penundaan Penuntutan dapat berakibat batal demi 

hukum dan menjadi dasar bagi Tersangka atau Terdakwa untuk mengajukan keberatan atau 

perlawanan 

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN 

Pasal 342 

(1) Pelalsanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh 

Penuntut Umum.  

(2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim panitera kepada Penuntut Umum, 

Penyidik, pelapor/Korban/Keluarga Korban/Advokat Korban, secara elektronik dan/atau secara 

langsung. 

 

PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN  

PUTUSAN PENGADILAN 

Pasal 353 

(1) Setiap pengadilan harus ada paling sedikit 3 (tiga) Hakim yang diberi tugas khusus untuk 

membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap Putusan Pengadilan 

yang menjatuhkan pidana berupa pidana pokok, pidana tambahan, pidana yang bersifat khusus, 

dan tindakan yang ditentukan dalam Undang-Undang.  

(2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Hakim pengawas dan pengamat.  
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(3) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk jangka waktu 

paling lama 2 (dua) tahun. 

(4) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pihak lain yang ada kaitannya dengan 

proses penegakan hukum meliputi:  

a. Penyidik;  

b. Advokat, selaku yang mewakili Terpidana dan Keluarga Terpidana;  

c. Pembimbing Kemasyarakatan ;  

d. Korban tindak pidana; dan  

e. kementerian yang menyelenggarakan kepentingan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan, sebagai bendahara negara, kuasa pelalsana penilai, dan pelelang, dalam hal 

Putusan Pengadilan menetapkan perampasan barang sitaan diserahkan pada negara. 

Pasal 354 

(1) Berita acara pelaksanaan Putusan ditandatangani oleh:  

a. Jaksa yang menangani perkara;  

b. kepala lembaga pemasyarakatan; dan  

c. Terpidana.  

(2) Jaksa Pengadilan tembusan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:  

a. pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;  

b. Penyidik;  

c. Advokat selaku yang mewakili kepentingan Terpidana atau Keluarga Terpidana; dan  

d. Korban tindak pidana.  

(3) Panitera mencatat berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam register pengawasan 

dan pengamatan. 

 

SISTEM PERADILAN PIDANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI 

Pasal 360 

(1) Penyelenggaraan peradilan pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana berbasis teknologi 

informasi. 

(2) Sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan dalam Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, peradilan, dan pemasyarakatan. 

(3) Sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan dalam rangka memberikan informasi terkait dengan:  

a. penyelenggaraan peradilan pidana;  

b. penanganan Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana;  

c. pelaksanaan Upaya Paksa;  

d. pemenuhan hak Korban;  

e. pelaksanaan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif;  

f. statistik kriminal;    
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g. Putusan Pengadilan;  

h. pelaksanaan Putusan Pengadilan; dan  

i. data lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu.  

(4) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Penyidik, Jaksa, Hakim, 

Advokat, dan Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan peruntukannya.  

(5) Pemberian informasi sebagaimana dimalsud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan menjamin 

kerahasiaan identitas Saksi dan Korban.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata, cara penyelenggaraan sistem peradilan pidana berbasis 

teknologi informasi diatur dengan Peraturan Presiden. 


